D. ASUMSI ANALISIS DAN PILIHAN STRATEGIS

Asumsi adalah konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis S.W.O.T tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internal Pemerintah Propinsi DIY. Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Analisis S.W.O.T terhadap faktor-faktor Lingkungan Internal dan Eksternal telah menghasilkan sejumlah asumsi sebagaimana tersebut dalam Matrik Analisis Lingkungan Strategis.

Berdasar asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagai kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Kembangkan peran aktif masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan, dalam menciptakan kerjasama regional dan internasional yang didukung hubungan baik antar  Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Kota), yang didukung hubungan harmonis legislatif dengan eksekutif;

2. Tingkatkan peran perangkat Daerah dalam mendukung ter-ciptanya etika dan moralitas baru, dalam rangka mempertahankan jogja yang sudah terkenal;

3. Manfaatkan dukungan swasta dan kelembagaan di masyarakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

4. Wujudkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah melalui peran aktif masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan dengan dukungan kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif;

5. Tingkatkan peran perangkat daerah dalam mengatasi globalisasi, persaingan regional dan perubahan geo politik;

6. Ciptakan supremasi hukum melalui peran perangkat penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Manfaatkan sumberdaya (manusia, dana, metode, alam dan buatan) yang ada secara profesional guna mendukung supremasi hukum;

8. Manfaatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka menghadapi globalisasi, persaingan regional dan supremasi hukum;

9. Tingkatkan hubungan kerjasama  yang lebih harmonis antara legislatif dan eksekutif, guna menciptakan koordinasi lintas sektoral;

10. Kembangkan ekonomi lokal secara optimal melalui peran aktif masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan;

11. Tingkatkan jejaring bisnis melalui peran aktif masyarakat, swasta dan lembaga perguruan tinggi mendukung kerjasama regional maupun internasional;

12. Tingkatkan profesionalisme dan proporsi aparatur Pemerintah Daerah melalui hubungan kerjasama harmonis legislatif dan eksekutif, mendukung kerjasama regional maupun internasional, dalam rangka tertib administrasi dan penerapan e-government;

13. Manfaatkan hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui peran aktif masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat;

14. Sosialisasikan dan tegakkan aturan tentang NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya kepada masyarakat;

15. Pemanfaatan sebesar-besarnya terhadap potensi ekonomi lokal secara optimal, guna menghadapi persaingan global dan persaingan regional;

16. Tingkatkan pelatihan penguasaan pasar dalam rangka menghadapi berlakunya globalisasi dan persaingan regional;

17. Tingkatkan peran pemerintah dalam menciptakan jaringan bisnis;

18. Tingkatkan pelatihan kepemimpinan, manajemen, organisasi serta pemberian peluang sebesar-besarnya bagi aparatur untuk pengembangan diri dan peningkatan pendidikan, melalui transformasi birokrasi.

E. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 

Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors), sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota);

2. Tersedianya produk peraturan perundang-undangan Daerah;

3. Tersedianya sumberdaya (manusia, dana, metode, alam dan buatan);

4. Adanya hubungan yang harmonis legislatif dan eksekutif;

5. Adanya peran aktif masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan;

6. Diterimanya etika dan moralitas baru sebagai tatanan baru bagi masyarakat.

F. FAKTOR ANCAMAN KEGAGALAN 

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan sebagai berikut:

1. Belum siapnya masyarakat, swasta dan pemerintah meng-hadapi berlangsungnya globalisasi dan persaingan regional;

2. Hubungan antar pemerintahan tidak terbentuk;

3. Tidak terlaksananya supremasi hukum;

4. Tidak dimanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada;

5. Tidak berperannya pelaku-pelaku pembangunan dan peme-rintahan;

6. Tidak dapat diatasinya masalah NAPZA dan penyakit masya-rakat lainnya;

7. Belum dapat diterimanya etika dan moralitas baru.
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